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MEDIA WORKSHOP BPKRI

BPK RI: WTP Pemproyv,

Kesalahan Penganggaran Ditoleransi
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WORKSHOP- Kepala BPK Rl Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana memimpin workshop
media terkait pemberian WTP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kalteng oleh BPK RI
Perwakilan Kalteng, di Palangka Raya, Jumat (19/6).

PALANGKA RAYA - Badan

.Pemeriksa Keuangan Republik In-

donesia (BPK RI) Perwakilan Ka-
limantan Tengah (Kalteng) mem-
berikan opini Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) atas pengelolaan
keuangan Pemerintah Kalimantan
Tengah. WTP ini merupakan yang
ke-6 secara berturut-turut, atau
yang ke-4 selama pemerintahan
Sugianto Sabran-Habib Ismail bin
Yahya. Meski

mendapatkan 3 ke Halaman 4

hal itu, BPK RI Perwakilan

BPK RI: WIP kesalahan pada pencatatan.
P Kalteng menggelar Media Contoh, pembangunan
CHENOY Workshop yang dilakukan = perumahan yang nantinya
® Sambungan Hal 1 via zoom, dan dipimpin  diberikan kepada masyara-
langsung oleh KepalaBPK  kat, namun dianggarkan
WTP, BPK RI Perwakilan ~ RI Perwakilan Kalteng dalam belanja modal, yang
Kalteng memberikan be-  Ade Iwan Ruswana. seharusnya dianggarkan
berapa catatan. Ade menjelaskan ala- dalam belanja barang dan
Catatan yang diberi- san BPK RI Perwakilan jasa.

kan BPK RI Perwakilan Kalteng memberikan WTP
Kalteng menjadi tandatan-  atas pengelolaan keuangan
ya, mengingat ada catatan  Pemerintah Kalteng. Per-
yang menyebut terjadi se- tama, kesalahan yang ter-
cara berulang. Menjawab  jadi secara berulang hanya

Tidak sebatas pen-
catatan, kata Ade Iwan,
ada pula kesalahan pada
kelebihan bayar. Namun,
kelebihan bayar ini masih

dalam standar toleransi.
Standar toleransi maksud-
nya kelebihan bayar masih
di bawah 10 persen. Apa-
bila mencapai 10 persen,
bahkan lebih tentu akan
memengaruhi. Selama ini
yang ditemukan masih
dalam standar toleransi,
yakni di bawah 10 persen.

“Kelebihan bayar mis-
alnya, aparatur sipil negara
(ASN) melakukan per-
jalanan dinas. Laporan

oy,
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yang disampaikan, ASN  menggunakan pesawat.  Tidak itu saja, pemerintah
tersebut menginap di ho- Laporan yang disampai- untuk dapat melakukan
tel, namun setelah dilaku-  kan, ASN tersebut meng-  mutasi ASN dengan mem-
kan pengecekan ternyata  gunakan penerbangan Ga-  perhitungkan ketersediaan -
ASN tersebut tidak men-  ruda, namun ketika dilaku-  sumber daya manusia pada

ginap di hotel, melainkan
di rumah keluarga. ASN
ini wajib mengembalikan
uang pembayatan hotel
tersebut,” kata Ade, via
zoom saat dibincangi ter-
kait WTP atas pengelo-
laan keuangan Pemerintah
Kalteng, Jumat (19/6).
Contoh lain, jelas dia,
ASN melakukan perjalan-
an ke luar Kalteng dengan

kan pengecekan manifest
ternyata menggunakan
Lion, maka ASN wajib
mengembalikan kelebihan
bayar atas biaya penerban-
gan tersebut.

BPK RI Perwakilan
Kalteng, lanjut Ade, ber-
harap pemerintah dapat
lebih optimal dan teliti lagi
dalam menempatkan berb-
agai jenis mata anggaran.

instansi bersangkutan.
WTP yang diberikan,
ungkap Ade, masih sesuai
dengan tatanan pengelo-
laan keuangan yang dia-
tur dalam UU. Meskipun
terjadi kesalahan, namun
masih dalam standar tol-
eransi, sehingga tidak me-
mengaruhi dalam pembe-
rian penilaian pengelolaan
keuangan tersebut. Mded




